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ABSTRAK
Penelitian tentang model kerjasama antar pemerintahan daerah (studi kasus program program pendidikan
gratis di Provinsi Sulawesi Selatan) memiliki tujuan jangka panjang yakni selain menjadi contoh khusus
bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia mengenai bagaimana mendesain program kerjasama antar
pemerintah daerah khususnya dalam sektor pendidikan, juga bertujuan mengembangkan kajian-kajian
teoritik bidang kerjasama antara pemerintah setelah era otonomi diberlakukan di Indonesia. Terkait
dengan hal itu, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menemukan model kerjasama antar
pemerintah daerah dalam program pendidikan gratis di provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mencapai tujuan
tersebut, maka target khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi alas an
kerjasama antar pemerintah daerah penting dalam program pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi
Selatan; mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerjasama antar pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pendidikan gratis; dan menentukan
pendekatan yang digunakan dalam kerjasama antar pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pendidikan gratis. Metode yang digunakan untuk mencapai
tujuan tersebut kualitatif dengan tipe kasus. Penelitian ini direncanakan dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahun/tahap kegiatan dimana untuk tahun I: bertujuan : 1) mengidentifikasi alasan kerjasama antar
pemerintah daerah penting dalam program pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan; dan
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kerjasama antar pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan dengan pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pendidikan gratis. Sedangkan pada tahun II
bertujuan: 1) menentukan pendekatan yang digunakan dalam kerjasama antar pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam program pendidikan gratis; dan 2)
menemukan model kerjasama antar pemerintahan dalam program pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi
Selatan. Manfaat yang dapat diperoleh oleh stakeholders dari hasil penelitian ini yaitu ditujukan kepada
dua pihak: 1) Bagi Program Studi Administrasi Negara Fisip Unhas beserta civitas akademiknya, hasil
penelitian ini akan memberikan gambaran lebih komprehensif terkait kajian tentang kerjasama antar
pemerintahan (inter governmental relation/IGR) dalam rangka perbaikan Good Governance (tata kelola
kepemerintahan yang baik). 2) bagi pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan
gratis di provinsi Sulawesi Selatan, hasil penelitian ini juga dapat digunakan mengenai bagaimana
mengimplementasikan konsep inter governmental relation dengan baik dalam upaya meningkatkan
kualitas pelayanan public khususnya dalam bidang pendidikan dasar dan menengah.
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ABSTRACT
This paper aims to uncover why the effectiveness of intergovernmental cooperation in the sectors of
primary and secondary education in the province of South Sulawesi, especially in the free education
policy results are not optimal. To obtain the answer related to the ineffectiveness of intergovernmental
cooperation, then conducted a series of studies with a focus on 1) reveal in advance what the background
so that cooperation between government, particularly in the implementation of free education in primary
and secondary education is necessary. 2) what factors are causing the effectiveness of cooperative
relationships between governments in the implementation of free education is not optimal. To achieve
these objectives, the research conducted by using a qualitative approach to the type of case study research.
The results showed that, the main reason why it made cooperation among government through free
education policy at the level of primary and secondary education in the province of South Sulawesi, as
constituted by the main reason the desire to create educational equity in the entire region of South
Sulawesi so that with the implementation of policies providing education free it is no longer of school age
children who do not get an education. While the factors that influence the effectiveness of cooperative
relationships between governments in the free education policy is due to the availability of financial,
political leadership, and organizational structure and management, yet the establishment of quality
standards and mechanisms of accountability and transparency at all levels of government.
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